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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa sumpah sudah saatnya dianggap penting sebagai salah satu 

alat bukti yang diakui dalam persidangan perkara pidana di 

Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan bahwa sumpah di satu sisi 

dalam proses peradilan perdata diakui sebagai salah satu alat bukti, 

sementara dalam proses peradilan pidana sumpah sesungguhnya 

dilakukan pada saat keterangan saksi diminta, namun demikian tidak 

diakui sebagai alat bukti. Oleh karenya melihat perkembangan 

berbagai modus kejahatan yang ada saat ini, maka alat bukti 

sebagaimana diatur dalam KUHAP perlu dikembangkan lagi, tidak 

hanya mengakui website dan rekam medis sebagai alat bukti baru 

dalam peradilan pidana, tetapi juga sumpah saatnya diakui sebagai 

alat bukti dalam peradilan pidana. 

2. Bahwa penggunaan alat bukti sumpah dalam persidangan perkara 

pidana di Pengadilan Negeri, sangat penting untuk membuat perkara 

menjadi lebih terang dan jelas, sehingga majelis hakim lebih mudah 

memberikan kesimpulan atas perkara yang diperiksa. Sumpah 

digunakan dalam persidangan pidana pada saat meminta keterangan 

dari saksi, baik keterangan saksi biasa maupun keterangan saksi ahli. 
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5.2   Saran  

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut diatas, maka selanjutnya 

penulis mengemukakan saran sebagaiberikut: 

1. Perlu ada perumusan kembali dalam KUHAP tentang pengembangan 

alat bukti yang baru selain yang ada sekarang, misalnya ke depan 

KUHAP sudah memuat alat bukti baru seperti website, rekam medis, 

dan sumpah. 

2. Perlu ada keseriusan pemerintah untuk segera mengundangkan 

Rancangan KUHAP baru menjadi undang-undang yang di dalamnya 

sudah mencantumkan alat-alat bukti baru selain yang ada sekarang. 

3. Pihak pembuat undang-undang dalam hal ini legislative harus selalu 

melihat perkembangan yang ada, sehingga dalam merumuskan setiap 

peraturan perundang-undangan berpedomana pada hal-hal yang 

dianggap baru pula. 

4. Pihak penegak hukum terutama hakim, jaksa dan penasihat 

hukum/advokat  jangan hanya berfikir dan menafsirkan yang aa 

dalam KUHAP saja, tetapi uga tetap memperhatikan perundang-

undangan yang lain yang ada hubungan dengan proses peradilan 

pidana. 

5. Masyarakat perlu diberi sosialsasi dan pengetahuan terhadap setiap 

perkembangan yang belum diatur dalam KUHAP, tetapi sudah 

diterima dan digunakan dalam proses peradilan pidana, misalnya alat 

bukti website dan rekam medis. 
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